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DAMPAK KEWARGANEGARAAN ANAK AKIBAT PERKAWINAN
CAMPURAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006
TENTANG KEWARGANEGARAAN

ABSTRAK

D1 Indonesia perkawinan campuran anlara Warga Negara Indonesia dengan
Warga Negara Asing sudah dikenal seiak zaman kolonial, sehingea saat ini merupakan
sugtu hal vang wajar terjadi. Namun, basnvak (imbul permasalahan dar akibat
perkawinan campur bedn kewarganegaraan ini dan semakin komplcks. sehingga
memeriukin perhatian yang khusus oleh pemerintah dan mazvarakat pada vmumnya,
Tulisan ini membahas permasalaban vang timbul akibat perkawinan campuran terhadap
status kewarganegaraan anak, yakni scbeluom Undang-Undang Noemeor 12 Tahun 2006
(UL Na, 12 Th, 2006) tentang Kewarganegaraan divndangkan dan setelah UL, No, 12
Th. 2006 tentang Kewarganegaraan diundangkan, Selain itu juga membahas pengaturan
pewarganegaraan  lerhadap  anak  dad basil  perkawinan  campuran  denpan
diundangkannya UU. No. 12 Th. 2006 yakni bagi anak hasil perkawinan campuran yang
lahir sebelum UL No. 12 Th. 2006 tentang Kewarganeparaan diundangkan dan setelah
LILL Na, 12 Th, 2006 tentang Kewarganegaraan divndangkan, Tipologi penelitian yang
digunakan adalah peneliian hukum normatif” dengan melakukan inventarisasi dan
sinkromisasi undang-undang yang dipergunakan  dengan undang-undang lainnva. lenis
dats yang dipergunakan adalah bahan hukum primer (perundang-undangan), bahan
hukum sekunder (buku-buku) dan bahan hukum tertier (kamus). Scdangkan teknik
analisis data dengan melakukan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis vang
wemudian diolah dan dianalisis. Dari basil pepelitian yvang dilakukan dapat diketahui
permasalaban yang  timbul - akibat  perkawinan  campuran  terhadap  status
rewarpanegaraan anak hasil perkawinan campuran, yakni scbelum ULL No. 12 Th, 2006
tentang  Kewarganegaraan  diundangkan banyvak terjadi persoalan mengenai status
Rewiarpanegaraan anak hasil perkawinan campuran dan setelah UUL Moo 12 Th. 2006
chtang Kewarganegaraan diundangkan belum ada terjadi permasalahan techadap status
sowarganegaramm anak. Pengaturan pewarganegaraan anak diketahui bahwa bagi anak
husil perkawinan campuran yang lahir sebelum ULL No, [2 Th. 2006 tenang
~owarganepgaraan diundangkan mengikuti kewargancearaan bapak dan setelah UL, No.

Th, 2008 fentang Kewarganegaraan diundangkan, UL ini memberlakukan
wwargancgaraan  panda  terbatas,  amak  yang  dilahirkan  dapat  memperoleh
swarganegaraan ayah sekaligus kewargancgaraan i



BARIT

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawiman campuran mertupakan perkawinan sntars dua orang vang di
Indonesiz tunduk pada hukum vang berlainan. karena perbedasn kewarpaneparaan
tpasal 57), Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut
Undang-undang perkawinan dan harus memenuhi syarat-svarat perkawinan, Svarat
perkawinan dianmtaranya: ada persciujuan kedua calon mempelai, izin dard kedua

orangtua‘wali bagi vang belum berunur 21 tahun, dan sebagaimua (pasal 6).

Menurut Romo  Antonivs Tukirman M.S.0° mengatakan bahwa sebenamya
sctiap perkawinan selaiu berarti perkawinan campur dan tidak pernah dan tidak mungkin
terjadi perkawinan antara dua orang yang memiliki sifar, karakter, dan latar belakang
(ketuarga, sosial, ckonomi, pendidikan) yang persis sama. Perkawinan selalu terjadi
antara dua pribadi yang berbeda sifat. karakter dan Jatar belakangnva. Turang perbedaan

biza besar, tisa keeil.

Perkawinan campuran telah merambah seluruh pelosok Tanah Air dan kelas

masyarakal. Globalisasi  informasi, ekonomi, pendidikan, dan transportasi  telah

Undang-Undang Romer 1 iabem 1973 tentng perkawinan
Mujalah Warta Andreas. Perkawinan Campur: Tidek ferhindarkan oleh rome Antonius Tukiran M50



menggugurkan stigma babwa kawin campur adalah perkawinan antara ekspatdiat kaya

din orang Indonesia.

Menurut survey vang dilakukan olebh Mixed Couple Club, jalur perkepalan vang
membawa pasangan berbeda kewarganegarsan menikah antara lain adalah perkenalan
melalui internet, kemudian bekas teman kegabisnis. berkenalan sant berlibur, bekas
ternan sekolah/kuliah, dan sahabat pena, Perkawinan campur juga terjuli pada tenaga
kerja Indonesia dengan tenaps kerjs dad nepara lain. Dengan banvak teradinya
perkawinan campur di Indonesia sudah  scharusnva  perfindungan hukum  dalam
perkawinan campuran ini diakomodic depgan baik dalam  perundang-undangan di

iy .3
ITEEOTIESTA,

Pasal I Awyat (1) Undang-Undang Dasar 1945 vang berbunyi; “Negara Indonesia
ralah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik™ pada hakekatnva merupakan cerminan
dari perumusan gagasan Negara Kesaman sebapai sustu ketentuan hukum. Selanjutmya
dalam penjelasannya diterangkan, bahwa: negara melindungi segenap bangsa Indonesia
dan seluroh wmpah  damab Indenesia dengan  berdasar alas  persatuan  dengan
mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan undang-undang
tersebut, maka telah diterima aliran pengertian Negara Persatuan, yaitu negars vang

melindungi dan meliputi segenap bangsa sclusuhnya. Dengan demkian, maka negara

vy gonple.com. Perkawinmn Camparan, Pan Maohamal Fafe, 2007, ,



mengatasi segenap faham perseorangan. Mepara menurut pengertian ini menghendaki

persatuan meliputi segenap hangsa Indonesia selurubnya.”

Ralau ke terlusurt termvata dari tahun 1958 sesungguhnva  perkawinan

campuran yang dilskukan eleh warga nepgar Indonsia dengan warga negara asing

mempunyal Emplikasi dengan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap suami/istri dan anak

yang dilahirkan. Dapat kit likat dari wahun 1958 bingga sckarang sudah ada beberapa

wonvensi Internasional tentang Hak Asasi Manusia (1LAM} vang sudah diratilfikasi oleh

Pemerintah Republik Indonesia . yaitu:

ol

Konvensi tentang hak-hak politik Kaun Wanita (Undang-Undang Nomor
68 Tuhun 1958, tanggal 17 Juli 1958)

knvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Waniia
(LUndang-Undang Nomor 7 tahun 1934, tanggal 24 Juli 1984)

Konvensi tentang Hak-hak Anak (kepuwtusan Presiden Nomor 36 tahun
1990 tangeal 25 Apustus [990)

Konvensi Internasional anti Apartheid dalam Olahrags (Undana-Undang
Nomor 48 tahun 1993, tangoal 22 Mei 1993)

konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau hukom vang kejam.
lidak Manusiawi dan Merendahkan martabat Manusiawi {Undang-

Undang Nomor 3 tahun 1998, (anggal 28 september 1998)

"MLHL T, Siahan, ke Kewargamesaraott dax HAM, buagimann SERRT Wertsirws (38 No 12 Tabnn

2o hird 3



BAB IV

PENUTUP

. Kesimpulan
PPermasalahan  yang  tmbul  skibat  perkawinan  campuran  techadap  status
Kewarganegaraan anak
a0 Sebelum Usdang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganeparaan
diundangkan

Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 banyak terjadi persoalan mengenai
slatus kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran, Hal ini disebabkan undang
ini menganut asss s seaguinis flow of the boodd balvwa anak mengikuti
kewarganegarasen avahnva, Sehingga apabila nepara asal ayahnya yang merupakan
Warga Negara Asing menganut asas jus (Soli law of the soil) yakni asas yang
menentukan kewarpanegarasn seseorang bendasarkan neparn lempat Kelshiran maka
anak vang dilahirkan tersebut tidak memiliki status Kewarganeparaan baik menurut
avah maupun ibu dengan kata lain tidak memiliki kewarganeparaan (apatride;.
Seluin itu apabila anak tersebul ingin tinggal bersama dengar ibunya di wilayah
Republik [ndonesia maka anak tersebul wajib memihiki surat izin tinggal
Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Kelmigrasian
dengan kata lain anak tersebut disamakan sebagai orang asing yang tingpal di

[ndonesta.

al



b. Setelah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 fenting Kewarpanegarasn
iiundangkan
Undang-undang ini merupakan salah satu undang-undang vang tergolong
masth muda karena undang-undang ini sampai saat sckarang baru berusia 2 tahun
sejak diundangkannva bulan Agustus 2006, berdasarkan hasil penelitian yang
dilakukan bahwa sampar saat im belum ada terjadi permasalaban (lerthadap status
kewarganegaraan anak,

Anak-mak vang lahir dari perkawinan campuran tidak mengalami status
kewarganegaan aparride (tidak memiliki status kewarganegaraan). Apabila
dengan diberikannyy status kewarganegaraan Indonesia terhadap anak terscbut
menjadikannva herkewarganeparann ganda baik terhadap anak hasil perkawinan
campuran yang lahir sebelum ataupun sesudah Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2006 tentang Kewarganeparaan diundangkan maka anak tersebut dapat
berkewsrganegaraan ganda namun berkewarganegaraan ganda terbatas, Artinva
anak tersebut dapast berkewargancgaraan ganda hingpa berumur 18 (delapan
belas) tahun dan belum menikah setelahnya anak tersebut wajib memilih salah
satu dart dua kewarganegaraan yang disandangnya.

2. Pengaturan pewarganegaraan lerhadap anak dari hasil perkawinan campurin dengan
diundangkannya Lindang-Lindang Nomor 12 tahun 2006
a. Bagl Anak Hasil Perkawinan Campuran Yang Lahir Scbhelum Undang-Undang

Momor 1 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Diundangkan
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Hapi anak-anak hasil perkawinan campuran  vang labic sebelum undang-
undang  kewargancparaan  vang  barn  diondangkan  dan memiliki - status
kewarpanegaraan (apairide) atau menjadi Warga Negara Asing, dapal mendaftarkan
diri untuk menjadi Warga Negara Indonesia depgan svarat belum berumur T8
{delapan bejas) tahun atau belum menikah, Apabila menjadikan anak terscbut
berkewarganegaraan  ganda  (dipatride)  maka  diberikan  kebebasan  untuk
berkewarganegarsan ganda sampai berumur 18 (delapan belas) tabun atau belum
menikah dan setelahinya wajib memilih salah satu dan duea kewarganegarsan yang
sedang disandangnya.

b. Bapi Anak Hasil Perkawinan Campuran Yang Lahir Setelah Undang-Undang
Momor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Diundangkan

Secara umuni, bapl anak-anak hasil perkawinan campuran yang labar setelsh
diundangkannya undang-undang ini menghindarkan terpadinya Kewarpaneparaan
pands (Bipatride) dan lanpa kewarganegaraan (dpairide), kecuali kewarganegaraan
panda terbatas vang diberikan kepada anak-anak dari WINI vang dilahirkan di
negara-pegara berasaskan ius soli dan bagi anak hasit perkawinan campuran tetapi
karena akibat bukum salah salw orang fuanye yvange merupakan WNA menjadikan
anak  tersebul menjadi warga negaranya, dapat menyandang lebth dart sam
sewarganegaraan sampal batas usia 18 tahun dan belum menikah. dan paling lambat
3 (tiga) tahun setelahnya harus menyatakan satu kewarganeparaan yang dipilibnya.

Undang-Undang Nomor 12 tabun 2006 ini telah memuat ketemuan-ketentuan

cang mamp meng-cover tuntutan dan dinamika kehidupan WNI dalam hal status
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